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Form A.00.00 F
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR Oj( 7
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan

Alamat

Nomor Telepon

Penjelasan Umum

- PT. BPR Multi Arthanusa

- 31 Desember 2023

. JI. Raya Petir No. 99 Ngadirejo Temanggung
- 293591067

. Untuk meningkatkan daya saing dalam Industri perbankan, BPR

menerapkan tata kelola perusahaan dengan tetap menjaga kualitas
pelayanan sehingga meminimalisir risiko yang timbul. Dengan
menerapkan tata kelola yang baik, BPR diharapkan mampu
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
nilai-nilai yang berlaku umum pada perbankan, meningkatkan
kinerja dan melindungi pemangku kepentingan BPR. Implementasi
kepatuhan peraturan ini diwujudkan dengan pelaporan BPR kepada
OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada
prinsip-prinsip TARIF, yaitu : Transparancy, Accountability,
Responbility, Independency dan Fairness; Penyusunan laporan
Tata kelola ini didasarkan atas POJK Nomor. 04/POJK.03/2015
tentang penerapan tata kelola bagi BPR, SE OJK
No.05/SEOQJK.03/2016 yang telah diubah dan ditambah dengan
SEOJK nomor 24/SE.OJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK
Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata kelola bagi
BPR. Transparansi Penerapan Tata Kelola berupa Pengungkapan
Penerapan tata kelola, Kepemilikan saham Direksi, hubungan
keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota direksi dengan
anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris
dan/atau Pemegang Saham, Kepemilikan Saham Dewan Komisaris,
hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan
Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi
dan/atau pemegang Saham,Paket kebijakan/remunerasi dan
fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan
berdasarkan RUPS, rasio Gaiji tertinggi dan terendah,Frekuensi
Rapat Dewan Komisaris, Jumlah Penyimpangan Intern (Internal
Fraud) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang
dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan
Pegawai Tidak tetap; Permasalahan hukum baik hukum perdata
maupun hukum pidana yang dihadapi oleh BPR selama periode
tahun laporan; Transaksi yang mengandung benturan kepentingan,
pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegaiatan politik selama
periode pelaporan.

Tanggal Cetak

19/01/2024 13.19.20 WIB

Dicetak Oleh

multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.01.10 ) =

: : OTORITAS
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi ( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

I e
Prapto Purnomo Direktur Utama  1.Melaksanakan fungsi kepengurusan BPR scr efektif & efisien serta mewakili BPR baik di dim

maupun di luar pengadilan. 2.Mengoordinasi pengelolaan Bank bersama dng anggota Direksi
lainnya & menjamin sbg tim kolegial yg bekerja scr transparan & masing-masing mampu
berperan sbg bagian dr tim dim fungsinya sesuai dng penunjukan bidang tugasnya.
3.Menerapkan tata kelola pd setiap usaha BPR diseluruh jenjang organisasi. 4.Menindaklanjuti
temuan Al, Audit Eksternal, hasil pengawasan komisaris dan/atau otoritas lainnya, menyediakan
data & informasi yg akurat, relevan & tepat waktu kpd Dekom, melakukan pengawasan aktif,
menetapkan kebijakan & prosedur APU PPT dan MR. 5.Melakukan pemanggilan& Memimpin
RUPS. 6.Memimpin, mengevaluasi, serta merumuskan kebijakan strategi bisnis BPR bidang
penghimpunan dana, penyaluran kredit dan pelayanan. 7.Menyusun dan menetapkan rencana
pengembangan bisnis dan SDM dibidang bisnis untuk kepentingan BPR dalam mencapai

1 maksud dan tujuan BPR. 8.Merancang strategi pemasaran terkait segmen, target pasar
positioning untuk penyaluran dan pengampunan dana. 9.Merancang dan menyiapkan produk
dan pricing (kredit dan dana). 10.Promotion untuk branding BPR dan produk-produk, proses
kompetitif, karyawan dan physical evidence yang menarik dan representable dan mempunyai
positioning dibanding pesaing. 11.Mengarahkan, mengevaluasi dan supervisi unit kerja yang
berkaitan dengan pencapaian target bisnis setiap bulan. 12.Memonitor tunggakan kredit dan
kredit bermasalah serta melakukan tindakan koordinasi dan mengambil langkah penyelesaian
secara efektif dan efisien. 13.Mengarahkan produk BPR yang terbaik, dan memastikan bahwa
pengembangan serta penawaran produk yang berkualitas berdaya saing tinggi. 14.Melakukan
pembinaan hubungan nasabah melalui kunjungan pemantauan bisnis nasabah/debitur scr
berkala. 15.Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Direktur yg membawahkan fungsi
kepatuhan terkait implementasi tata kelola, kepatuhan dan MR dim implementasi bisnis.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.22.21 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 3



Form A.01.10 I

: : OTORITAS
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Q’( ’JASA

KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Taufan Dwi Putranto Direktur yang  1.Melaksanakan fungsi kepengurusan BPR scr efektif & efisien serta mewakili BPR baik didim
Menjalankan  maupun diluar pengadilan berdasarkan Anggaran Dasar BPR;2.Mengoordinasi pengelolaan
Fungsi BPR brsm dng anggota Direksi lainnya & menjamin sbg tim kolegial yg bekerja scr transparan &

Kepatuhan masing2 mampu berperan sbg bagian dr tim dim fungsinya sesuai dng penunjukan bidang
tugasnya;3.Membawahkan fungsi Kepatuhan,MR dan APU PPT.4.Menyusun & mengarahkan
penyusunan, perumusan kebijakan & strategi serta pemantauan pengelolaan BPR pd bidang
Operasional & kepegawaian;5.Menerapkan tata kelola pd setiap usaha BPR diseluruh jenjang
organisasi;6.Menindaklanjuti temuan Al, Audit Eksternal, hasil pengawasan komisaris dan/atau
otoritas. menyediakan data & informasi yg akurat, relevan & taat waktu kpd Dekom, melakukan
pengawasan aktif, menetapkan kebijakan dan prosedur APU PPT dan MR;7.Memimpin,
merumuskan & mengarahkan kebijakan & strategi dim penerapan kepatuhan dan MR sesuai
regulasi ;8.Menetapkan langkah yg diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh
peraturan perUUan tmsk memberikan pendapat yg berbeda apabila tdpt kebijakan dan/atau
keputusan yg menyimpang dari POJK dan/atau ketentuan perUUan ;9.Memantau & menjaga
agar kegiatan usaha BPR tdk menyimpang dr ketentuan & peraturan perUUan;10.Memantau
dan menjaga kepatuhan BPR thd seluruh komitmen yg dibuat oleh BPR kepada OJK dan
otoritas lainnya;11.Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kpd
seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkini & ketentuan serta peraturan peruUUan yg
relevan.12.Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yg memadai di antaranya pemisah tugas &
tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yg menangani pembukuan, operasional, dan
kegiatan penunjang operasional;13.Memimpin & mengarahkan kebijakan SDM trmsk
mengusulkan rekrutmen, promosi, mutasi, demosi, pembinaan pelatihan melalui koordinasi
bagian SDM;14.Memimpin & mengarahkan SDM agar bekerja scr profesional sesuai tata kelola,
kepatuhan & MR.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi mendapat beberapa rekomendasi dari Dewan Komisaris terkait : \n 1. Evaluasi Kebijakan dan Prosedur Operasional; \n 2. Evaluasi media promosi produk BPR; \n 3. Penyusunan
Agenda RUPS; \n 4. Penyusunan Action Plan Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah; \n 5. Melakukan Relaksasi Kredit sesuai ketentuan; \n 6. Monitoring terhadap kredit yang
telah direlaksasi dan action plan penyelesaian kredit relaksasi yang mengalami keterlambatan pembayaran; \n 7. Penyusunan Analisa Kredit yang detail dan relevan dengan kondisi debitur
terkini; \n 8. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pengawas OJK dan Audit Intern (Al) \n 9. Penyusunan RBB;

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.22.21 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 2 dari 3



Form A.01.10 ) g N
, , OTORITAS
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Beberapa Kebijakan dan Prosedur Operasional sudah diperbaharui, ditambah dan dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.22.21 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 3 dari 3



Form A.01.20 F

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Q’( ’?g&mms
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

I O e
Stevan Adri Santoso Komisaris Utama Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR

diseluruh jenjang organisasi;Melaksanakan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan tanggungjawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi, menyetujui Pedoman
Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu
mengenai Debitur Inti, debitur terkait dan debitur bermasalah. Melakukan pengawasan aktif
terkait penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) ,
1 Menyetujui Kebijakan dan prosedur Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme (PPT) , Menyetujui dan melakukan evaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan
Manajemen Risiko. Memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi
dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit internal
BPR, audit Eekternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan
otoritas lainnya.Memastikan bahwa Komite-komite dibawah Dewan Komisarismenjalankan
tugasnya secara efektif, melakukan review dan menyetujui rencana Bisnis dan laporan Tahunan.

Agung Sugiarto Komisaris Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha bank BPR
diseluruh jenjang organisasi,Melaksanakan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan tanggungjawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi. Menyetujui Pedoman
Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu
mengenai debitur Inti, debitur terkait dan debitur bermasalah.Melakukan pengawasan Aktif

2 terkait penerapan program Anti pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
(PPT) , Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Anti Pencucian Uang (APU) dan Pendanaan
Terorisme (PPT) ;Menyetujui dan melakukan evaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan
Manajemen Resiko,Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan kebijakan
strategis dan menyiapkan materi serta agenda rapat Dewan Komisasris.;Merumuskan Konsep
rekomendasi kepada Direksi untuk di putuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait : \n 1. Evaluasi Kebijakan dan Prosedur Operasional; \n 2. Evaluasi media promosi produk BPR; \n 3.
Penyusunan Agenda RUPS; \n 4. Penyusunan Action Plan Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah; \n 5. Pengkajian Relaksasi Kredit sesuai ketentuan; \n 6. Penyusunan action
plan penyelesaian kredit dan monitoring terhadap kredit yang telah direlaksasi ; \n 7. Penyusunan Analisa Kredit yang detail dan relevan dengan kondisi debitur terkini; \n 8. Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) dari pengawas OJK dan Audit Intern (Al) \n 9. Penyusunan RBB;

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.23.09 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 2



Form A.01.20 N

L | OTORITAS
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris ( |f<p|§?i?o.NGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
0

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.23.09 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 2 dari 2



Form A.01.31 N

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ( |JOAI'SOPTHTAS
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.24.07 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.01.32 N

OTORITAS
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite ( |f<pé?1'?o.wem

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.28.02 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.01.33 N

: . . : OTORITAS
Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite ( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.28.36 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.02.10 F

OTORITAS
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Q’( ’JASHH =
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.29.51 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.02.20 F

OTORITAS
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain Oj( ’JASHH =
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.30.20 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.03.10 L e
: . OTORITAS
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR ( |JASA
KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan . 31 Desember 2023

1
2  Taufan Dwi Putranto Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Prapto Purnomo Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.30.54 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.03.20 .

. : OTORITAS
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR ( |JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan . 31 Desember 2023

Hubungan Keluarga
Nama Anggota Direksi Anggota Direksi Lain Anggota Dewan Komisaris Pemegang Saham

1 Prapto Purnomo Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

2  Taufan Dwi Putranto Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.31.25 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.04.10

o*romms
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR Ql( |
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
I T S K [
Stevan Adri Santoso 1.400.000 20,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris utama memiliki 2800 lembar saham senilai 1400000000 atau sebesar 20% dari total modal disetor.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.31.49 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.04.20

o*romms
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain Ql( |
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
‘“ Nama Anggota Dewan Komisaris Nama Perusahaan Lain Persentase Kepemilikan (%)
Stevan Adri Santoso PT BPR Multi Artha Bersama 20,00
2  Stevan Adri Santoso PT Edeta Bersama 30,00
3  Stevan Adri Santoso PT Dovanta Asa Utama 30,00
4 Stevan Adri Santoso PT Multi Talenta Visindo Utama 90,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama memiliki saham 1 lembaga keuangan lain, dan 3 perusahaan non lembaga jasa keuangan yang berada di dalam negeri.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.32.18 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.05.10 L e
N OTORITAS
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR ( |JASA
KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan . 31 Desember 2023

Nama Anggota Dewan Komisaris Hubungan Keuangan
Anggota Dewan Komisaris Lain Anggota Direksi Pemegang Saham

1 Stevan Adri Santoso Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

2 Agung Sugiarto Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.32.50 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.05.20 L g
L OTORITAS
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR ( |JASA
KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan . 31 Desember 2023

Hubungan Keluarga
Nama Anggota Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris Lain Anggota Direksi Pemegang Saham

1 Stevan Adri Santoso Tidak Ada Tidak Ada Ada

2 Agung Sugiarto Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama merupakan anak dari Pemegang Saham Pengendali

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.33.12 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Q’( |?Arsoﬁfums
Ditetapkan Berdasarkan RUPS KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT. BPR Multi Arthanusa
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
J(eDnailsaIr:;e;n .?gﬁlrﬁsi Direksi Dewan Komisaris
1 Gaji 2 285416781 2 209000000
2  Tunjangan 2 26126508 2 15761292
3 Tantiem 0 0 0 0
4  Kompensasi berbasis saham 0 0 0 0
5  Remunerasilainnya 0 33500000 0 31800000
Total 345043289 256561292

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh paket/ kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan berdasaran RUPS , ditetapkan dengan memperhatikan
tugas , wewenang, tanggungjawab dan risiko dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris. Gaji merupakan Gaji Pokok, Tunjangan berupa
Tunjangan PPH 21 dan Pulsa, Remunerasi lainnya adalah DPLK dan Natura

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.33.52 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.06.20 N

: . : — . N . | OTORITAS
Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS ( |f<%?fo.NGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan . 31 Desember 2023

Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)

Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)

Direksi Dewan Komisaris

1 Perumahan Biaya Sewa Kost/Tempat Tinggal untuk Direksi maksimal Rp Tidak Ada
9.000.000
2 Transportasi Biaya BBM sesuai kebutuhan Operasional Tidak Ada

3 Asuransi Kesehatan AlA dengan Premi Rp 13.397.655,-, BPJS Kesehatan Rp. 11.428.752 AIA dengan Premi Rp 31.832.800,-, BPJS Kesehatan Rp. 5.581.363,-

4 Fasilitas lainnya BPJS Ketenagakerjaan Rp. 14.894.080,- BPJS Ketenagakerjaan Rp. 12.947.024

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tangungjawab masing-masing anggota Direksi maupun Dewan Komisaris.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.34.38 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.07.00 N

: N o . "| OTORITAS
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah ( JASA

KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

o
1 Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) 2,88 1
2 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) 1,17 1
3 Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang 1,32 1
terendah (b)
1

4 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b) 1,42
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b) 2,22 1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Perbandingan Gaji tertinggi dan gaiji terendah. Dewan Komisaris. Direksi dan Pegawai dalam 1 tahun.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.35.21 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.08.10
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun Oj(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTOHITAS
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
“ Tanggal Rapat Jumlah Peserta Topik/Materi Pembahasan
10-02-2023 1. Pembahasan RBB - Aset, Laba Rugi, OS Kredit, Kewajiban Pihak ketiga,penempatan pada Bank
Lain, NPL, Rasio-rasio;2. Evaluasi/ penetapan Kebijakan Strategis - Pengunduran diri direktur
1 Utama Bp Suseno Pujo Santoso.3. Evaluasi Realisasi RBB, Terget yang telah dituangkan dalam
RBB diharapkan dapat tercapat. 4. Lain-lain Direksi dapat mempersiapkan refresh training bagian
analis
06-04-2023 2 1. Pembahasan RBB - Aset, Laba Rugi, OS Kredit, Kewajiban Pihak ketiga,penempatan pada Bank
Lain, NPL, Rasio-rasio;2. Evaluasi/ penetapan Kebijakan Strategis - Target AO cukup berat, Kerja
2 sama dengan lawyer untuk penyelesaian kredit bermasalah, rencana hapus buku beberapa

debitur.3. Evaluasi Realisasi RBB usulan hapus buku beberapa debitur yang bermasalah. 4. lain-
lain Al untu memeriksa secara berkala bagian operasional

05-06-2023 2 1. Pembahasan RBB - Aset, Laba Rugi, OS Kredit, Kewajiban Pihak ketiga,penempatan pada Bank
Lain, NPL, Rasio-rasio;2. Evaluasi/ penetapan Kebijakan Strategis -April dan Mei telah melakukan
hapus buku beberapa debitur, revisi RBB, Action Plan penagihan hapus buku. 3. Evaluasi Realisasi
RBB :Direksi untuk mervisi RPP 4. Lain-lain Al untuk membantu bagian penagihan

10-08-2023 2 1. Pembahasan RBB - Aset, Laba Rugi, OS Kredit, Kewajiban Pihak ketiga,penempatan pada Bank
Lain, NPL, Rasio-rasio;2. Evaluasi/ penetapan Kebijakan Strategis -Direksi memantau dengan
4 selektif kenirja kredit baru terutama kelancaran pembayaran, karena PE kredit kosong maka
dilakukan check and balance.3. Evaluasi Realisasi RBB target NPL belum tercapai secara optimal,
direksi mengopimalkan recovery kredit. 4. lain-lain selalu kontrol log book pengajuan kredit

10-11-2023 2 1. Pembahasan RBB - Aset, Laba Rugi, OS Kredit, Kewajiban Pihak ketiga,penempatan pada Bank
Lain, NPL, Rasio-rasio; Rasio NPL menjadi masalah utama untuk diselesaikan;2. Isu-isu Strategis :
melakukan perhitungan CKPN, 2 bulan terakhir bisnis mengalami penurunan;3.
Evaluasi/Penetapan kebijakan Strategis Tindak lanjut penanganan wahyudi sutanto untuk dicabut
dr laporan polda, Purna tugas kanit remedial Satria S , Pengunduran Diri 1 AO Kredit, ;4. Evaluasi
RBB Direksi masih yakin bisa memenuhi target RBB 2023

05-12-2023 2 1. Pembahasan RBB - Aset, Laba Rugi, OS Kredit, Kewajiban Pihak ketiga,penempatan pada Bank
Lain, NPL, Rasio-rasio; Rasio NPL menjadi masalah utama untuk diselesaikan; BPR masih kurang
prudent dalam proses penyaluran kredit. 2. Isu-Isu Strategis Direksi dapat mengoptimalkan
penyelesaian NPL, Dekom presentasi kepada PSP terkait RBB 2024 dan besaran CKPN 3.
Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis Direksi dapat mengirimkan RBB 4. Evaluasi Realisasi
RBB Direksi masih yakin akan tercapainya indikator RBB 2023; 5. Lain-lain : nihil

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (Enam) kali di tahun 2023. Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah
rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir, dan dalam rapat tersebut telah didokumentasikan secara baik, termasuk perbedaan
pendapat.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.35.56 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.08.20 F

_ o | &7 | OTORITAS
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris O’( JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Nama Anggota Dewan Komisaris Tingkat Kehadiran (dalam %)
Telekonferensi
6
6

1  Stevan Adri Santoso

100,00
100,00

2 Agung Sugiarto

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Dewan Komisaris tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, diselenggarakan sebanyak 6 kali dan dilakukan secara tatap muka.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.36.31 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.09.00 L g

, OTORITAS
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) {(%?J';.NGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh

Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud 0 0 0 0 0 1 0 0
Telah Diselesaikan 0 0 1 0
Dalam Proses Penyelesaian 0 0 0 0 0 0 0 0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya 0 0 0 0 0 0 0 0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum 0 0 0 0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

1. Pada bulan Juli 2023, 1 Karyawan Fraud dengan cara menggunakan uang tabungan nasabah, meminjam uang nasabah dan menunda transaski tabungan nasabah. Kerugian dibawah 10 juta.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.37.08 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.10.00 U

. ) | OTORITAS
Permasalahan Hukum yang Dihadapi JASA

KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum Jumlah (satuan)

Telah Selesai 2 3
(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

Dalam Proses Penyelesaian 2 5
Total 4 8

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Perdata 1. Gugatan dari pihak ketiga meminta sejumlah 17 SHGB dikarenakan merupakan objek boel pailit . 2. Gugatan dari pemilik jaminan dan
BPR dinyatakan menang, pemilik jaminan mengajukan Banding namun tidak dilanjut dan putusan sudah Inkrah. Pidana Gugatan 1 Gugatan dari
Pihak ketiga dimana objek milik salah satu debitur diakui sebagai hak milik pihak ketiga dan saat ini masih proses kasasi ,2. Gugatan dari debitur dan
saat ini masih kasasi. 3 Proses pidana fiducia, karena objek jaminan sudah dialihkan.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.40.13 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.11.00 L e U

. : OTORITAS
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan ( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

. . : Nilai Transaksi
Pengambil Keputusan Jenis Transaksi (Jutaan Rupiah) Keterangan

No Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan

I T R

1 0 0 0 0 0 00
2 0 0 0 0 0 00
3 0 0 0 0 0 00
4 0 0 0 0 0 00
5 0 0 0 0 0 00
6 0 0 0 0 0 00
7 0 0 0 0 0 00
8 0 0 0 0 0 00
9 0 0 0 0 0 00
10 0 0 0 0 0 00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.40.44 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.12.00 —
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Q’( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
‘“ Tanggal Pelaksanaan Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) Penjelasan Kegiatan Jumlah (Rp)
20230829 Kegiatan Sosial Sumbangan Bulan Dana PMI PMI Temanggung 500.000
2 20231019 Kegiatan Sosial Sumbangan Kompetisi Olahraga Motor Grastrack MDS Sport Temanggung 500.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sumbangan untuk Pihak Ketiga diberikan berdasarkan proposal yang diajukan

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.44.02 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form B.00.00 N
. : . - OTORITAS
Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan O’( fé%fwem

Tata Kelola BPR
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama BPR - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31-12-2023

Alamat . JI. Raya Petir No. 99 Ngadirejo Temanggung
Nomor Telepon - 293591067

Modal Inti BPR : 9.070.190.376,00

Total Aset BPR : 73.016.901.945,00

Bobot BPR . B

Status Audit Ekstern . Diaudit

Nilai Komposit D 2,2

Peringkat Komposit 02

Analisis : Berdasarkan hasil asessmen BPR memiliki penerapan tata kelola

yg baik dgn nilai peringkat 2- Tercermin: 1.Pelaksanaan tugas &
tanggung jawab Direksi: BPR telah memenuhi komposisi 2 Direksi,
yaitu Direktur Utama & Direktur YMFK sdh melakukan tugas &
tanggung jawab sesuai ketentuan,serta tdk trdpt hubungan keluarga
antara anggota Direksi dng anggota Direksi lainnya.2.Pelaksanaan
& tanggung jawab Dekom: BPR telah memiliki 2 Anggota Dekom
yaitu Komisaris Utama dan Komisaris sudah melakukan tugas dan
tanggung jawab sesuai ketentuan. 3.Berdasarkan modal inti, BPR
tdk memiliki komite audit dan komite pemantau risiko.4.BPR telah
memiliki Kebijakan & Prosedur Operasional dim penanganan
benturan kepentingan serta bim pernah terjadi benturan
kepentingan.5.Penerapan Fungsi Kepatuhan: BPR memiliki PE
Kepatuhan, BPR berupaya untuk melakukan pengkinian serta
memastikan seluruh kebijakan, ketentuan dan prosedur yang
dimiliki sesuai ketentuan OJK.6.Penerapan Fungsi Audit Intern:
BPR Sdh memiliki PE Al,Kebijakan dan Prosedur Operasional Al.
DIm hal perencanaan tindaklanjut audit bim dilaksanakan scr
konsisten & menyeluruh.7.Penerapan Fungsi Audit Eksternal:
Penugasan audit kepada AP/KAP & pelaksanaannya telah sesuai
dng ketentuan.8.Penerapan Fungsi MR & SPI perlu dilakukan
review dan evaluasi secara berkala thdp SPI & MR baik dari segi
kebijakan, prosedur & penetapan limit risiko. Laporan profil risiko yg
dilaporkan kepada OJK sudah dilaporkan sesuai ketentuan, hasil
penilaian dpt digunakan untuk mengetahui kekurangan yang harus
diperbaiki. 9.Tdk tdpt pelanggaran & pelampauan BMPK di BPR.
10.Rencana bisnis sesuai visi & misi BPR & telah disusun sesuai
ketentuan & untuk perbaikan adlh perubahan & realisasi RBB telah
disampaikan ke OJK sesuai dgn ketentuan.11.Informasi keuangan
& non keuangan telah disampaikan & dipublikasikan scr transparan
& dilaporkan sesuai ketentuan.Yg menjadi perhatian adlh
pengembangan SIM & SDM sesuai perkembangan tuntutan pasar
sesuai dgn ketentuan yg berlaku.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.44.57 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form B.00.01 N

"| OTORITAS
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola ( |JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT. BPR Multi Arthanusa
Posisi Laporan . 31 Desember 2023

Penjumlahan | Total Penilaian .
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 0,200 1,00 1,00 0,22 2,22 0.444 0
Direksi
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 0,150 1,06 0,80 0,20 2,06 0.309 0
Dewan Komisaris
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000 0
fungsi Komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan 0,100 1,00 0,80 0,20 2,00 0.200 0
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR 0,100 1,00 0,96 0,23 2,19 0.219 0
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern 0,100 1,00 0,90 0,20 2,10 0.210 0
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern 0,025 1,00 0,80 0,20 2,00 0.050 0
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem 0,100 1,00 0,92 0,20 2,12 0.212 0
pengendalian intern
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit 0,075 1,00 0,80 0,20 2,00 0.150 0
Faktor 10: Rencana bisnis BPR 0,075 1,17 0,80 0,20 2,17 0.163 0
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non 0,075 1,50 0,90 0,20 2,60 0.195 0
keuangan, serta pelaporan internal
Nilai Komposit 2.2
Peringkat Komposit Baik

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.46.49 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 1



Form B.01.00

: : OTORITAS
Faktor 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 2 Jumlah anggota direksi terpenuhi 2 orang. yaitu Direktur Utama dan Direktur Yang
rupiah): Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota
Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota
Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2 Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau 2 Bahwa Direksi saat ini bertempat tinggal/berdomisili di Kabupaten yang sama dan/atau
kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten Kantor Pusat.
provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi
lokasi Kantor Pusat BPR.

3 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal. 8 : Direksi tidak merangkap jabatan di tempat lain.
dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).

4 Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal. 6 ayat 1 : Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Direksi
Dewan Komisaris. dan/atau b. anggota Dewan Komisaris.

5 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 17. Dalam hal ini untuk kerjasama Teknologi Sistem
profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek Informasi sudh melakukan Perjanjian Kerjasama yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama No.
yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya 001/PKS/MA.001/V111/2020

konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan,
tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya;
dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen
yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

6 Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 7 Ayat 3 Seluruh Angggota Direksi telah lulus dalam Uji
diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah Kemampuan dan Kepatutan yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20
ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. tanggal 11 November 2022 perihal Pengangkatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi

Kepatuhan PT BPR Multi Arthanusa dan Pernyataan Keputusan Rapat No.59 tanggal 24 Juli
2023 perihal pengangkatan Direktur Utama PT. BPR Multi Arthanusa

Total nilai skala penerapan 12

Rata-rata 2,00

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.47.47 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 6



Form B.01.00 L e U
OTORITAS
( |JASA

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.47.47 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 2 dari 6



Form B

.01.00

Faktor 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pe

laporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

oK

Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan

PT. BPR Multi Arthanusa

31 Desember 2023

10

1

12

13

14

Bobot 0,50
Nilai struktur 1,00

. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak 2
memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan
wewenang tanpa batas.

Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif 3
yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat 2
waktu kepada Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan 3
berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai

musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan

dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau 2
pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak

mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi

dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam 3
rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini

terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain

dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan

dalam rangka pengembangan kualitas individu.

Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya 3
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas
ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi 2
yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Total nilai skala penerapan 20
Rata-rata 2,50

Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 : Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
independen dan Tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas
dan wewenang.

Direksi telah menindalkanjuti temuan dan rekomendasi dari Audit Internal. Auditor Eksternal dan
hasil pengawasan OJK dan/atau pengawasan otoritas lain namun belum konsisten dan
menyeluruh.

Sesuai PJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 18 : Direksi menyediakan data dan informasi yang
dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.

Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 21 : Rapat telah dilakukan dengan musyawarah
mufakat dan belum terjadi perbedaan pendapat.

Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 23 : Dalam RUPS telah dicantumkan Remunerasi dan
Fasilitas yang diterima oleh Direksi.

Belum dilakukan secara komprehensif dan konsisten. lebih bersifat situasional dan sesuai
kebutuhan.

Secara Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit telah mengalami perbaikan.

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 19 dan Pasal 20 : Tertuang dalam Pedoman
Tata Tertib Kerja Direksi PT BPR Multi Arthanusa.

Tanggal Cetak

19/01/2024 13.47.47 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id
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Bobot 0,40
Nilai Proses 1,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15 Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang 3 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 15 : Untuk target dan atau perbaikan semua sesuai
saham melalui RUPS. kebutuhan pemegang saham serta telah dilakukan RUPS setiap tahun.

16 Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 16 : Sudah dilakukan dengan pihak terkait.
strategis BPR di bidang kepegawaian.

17 Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan 2 Selama ini untuk Risalah Rapat Direksi telah terdokumentasi dengan baik serta sampai dengan
baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam saat ini belum pernah terjadi perbedaan pendapat.
rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.

18 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi 2 Pendidikan dan Pelatihan Karyawan telah dilakukan baik secara daring maupun luring yang
dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan diselenggarakan oleh OJK. Perbarindo maupun Praktisi lainnya. Pelatihan Direksi telah
peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan dilakukan. baik secara daring maupun luring. Sumber pelatihan OJK. Perbarindo maupun
pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. Praktisi lainnya.

19 Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa 2 Telah disampaikan laporan sesuai dengan ketentuan.

Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

Total nilai skala penerapan 11

Rata-rata 2,20
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,22
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 24 ayat 2 : Jumlah Anggota Dewan Komisaris ada 2
paling sedikit 3 (tiga) orang. sudah sesuai dengan Ketentuan.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris
paling sedikit 2 (dua) orang.

2 Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 24 ayat 2 : Jumlah Anggota Dewan Komisaris ada 2
ketentuan. sudah sesuai dengan Ketentuan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.

3 Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 26 ayat 2 : Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah
telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji
anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi BPR.
anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

4 Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 25 Ayat 3 : Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib
yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR. Anggota
dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota Semarang.

5 BPR memiliki Komisaris Independen: 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 25 Ayat 1 dan Ayat 2.

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota
Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah),
paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

6 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 33 : Dewan Komisaris telah memiliki serta
etika kerja, waktu kerja, dan rapat. melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.

7 Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 27 Ayat 1 : Anggota Dewan Komisaris hanya
pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

8 Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 27 Ayat 3 : Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota
Komisaris atau Direksi. Dewan Komisaris atau b. anggota Direksi.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.48.35 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 6
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Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, Salah Satu Dewan Komisaris mempunyai Hubungan keluarga dengan Pemegang Saham
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Pengendali BPR.

Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen.

Total nilai skala penerapan 19
Rata-rata 2,11
Bobot 0,50
Nilai struktur 1,06

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10 Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 29 Ayat 2 : Dewan Komisaris telah melaksanakan
dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan
pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan nasihat secara tertulis kepada Direksi.
BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

11 Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 29 Ayat 2 : Dewan Komisaris telah mengarahkan.
dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. memantau. dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR yang dilakukan setiap

semester dan tertuang dalam laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank tahun 2022.

12 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 29 Ayat 4 : Dewan Komisaris telah menjalankan sesuai

operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Ketentuan pasal tersebut.

sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian
kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

13 Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 30 : Sudah sesuai ketentuan. Untuk temuan Audit
audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil Internal telah ditindaklanjuti oleh Direksi namun belum sesuai dengan dokumentasi yang
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyeluruh dan konsisten.
menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

14 Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 34 dan 35 ayat 1 : Rapat Dewan Komisaris telah
tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan didokumentasikan dan rapat dilaksanakan secara konsisten.

Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh
anggota Dewan Komisaris.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.48.35 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 3 dari 6
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16

17

18

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak
tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan
mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR,
serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain
remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

Total nilai skala penerapan
Rata-rata
Bobot

Nilai Proses

. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang
terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris.

Total nilai skala penerapan
Rata-rata

Bobot

Nilai Hasil

PT. BPR Multi Arthanusa

16
2,00
0,40
0,80

2,00
0,10
0,20

Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 36 Ayat 1 dan 2 : Pengambilan Keputusan telah
dilakukan secara musyawarah mufakat.

Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 38 : Anggota Dewan Komisaris menerima Remunerasi
dan Fasilitas yang diatur sesuai dengan RUPS.

Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan dan
tanggungjawab Anggota Direksi Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tercantum dalam
notulen rapat Dewan Komisaris.

Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 36 Ayat 3 dan 4 : Untuk risalah rapat telah
terdokumentasi dengan baik dan jelas. dan selama ini belum pernah terjadi dissenting Opinions.
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota 0 0
Komite sesuai ketentuan.
Total nilai skala penerapan 0
Rata-rata 0,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 0,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. 0 0
2 Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi 0 0
manajemen risiko.
3 Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan 0 0
tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib
kerja.
Total nilai skala penerapan 0
Rata-rata 0,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi 0 0
manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi
BPR.
Total nilai skala penerapan 0
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Rata-rata 0,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,00
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan 2 BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Operasional mengenai Benturan Kepentingan.
kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk
administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud
dalam Risalah Rapat.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 2,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 69 : Belum pernah terjadi benturan kepentingan.
Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan
atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang
memiliki benturan kepentingan tersebut.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 2,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3 Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 69 : Belum pernah terjadi benturan kepentingan yang
BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. mempunyai risiko merugikan BPR.
Total nilai skala penerapan 2
Rata-rata 2,00
Bobot 0,10
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Nilai Hasil 0,20
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 53 : Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi
rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000.00 (lima puluh
persyaratan paling sedikit untuk: miliar rupiah) tidak menangani penyaluran dana.

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;
dan

c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani
penyaluran dana.

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 53 Ayat 2 : Anggota Direksi BPR yang membawahkan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan fungsi kepatuhan pada BPR sudah sesuai dengan ketentuan tersebut.
dengan perbankan.

3 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 52 Ayat 3 : Telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang
rupiah): independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan dengan SK DIR
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja 018/DIR-PRO/MA.001/X1/2022 tanggal 8 November 2022.

kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif
yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi

operasional.
4 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 52 Ayat 5 : Pejabat Eksekutif yang ditunjuk dalam
menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. proses menyusun dan/atau mengkinikan. melengkapi dan Sosialisasi Kebijakan dan Prosedur
Operasional Kepatuhan.
5 BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab 2 Sesuai dengan Job Description Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan.
Total nilai skala penerapan 10
Rata-rata 2,00
Bobot 0,50

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.52.45 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 6
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Form B.05.00
Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan 31 Desember 2023

Nilai struktur 1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah- 2
langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas
lainnya.

7 Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk 2
mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan
pelatihan ketentuan terkini.

8 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga 2
kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas
Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat
kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

9 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 3
memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta
kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

10 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 3
melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Total nilai skala penerapan 12

Rata-rata 2,40
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,96

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11 BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. 3

Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 55a : Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah
memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

Terpenuhi dengan diadakan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 56 Ayat 2 : Bahwa BPR Berkomitmen melaksanakan

tindakan preventif dan persuasif atas pelaksanaan kepatuhan.

Secara berkala dilakukan evaluasi kebijakan internal.

Pejabat Eksekutif Kepatuhan dalam proses melakukan review dan merekomendasikan
Kebijakan dan prosedur Operasional yang belum dimiliki BPR.

Tahun 2023 sanksi dari OJK sebesar Rp 80.000.- . Sanksi Administrasi PPH pasal 23 Rp.
100.471.- Denda keterlambatan penyampaian SPT PPH Pasal 21 Rp. 832.559

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.52.45 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id

3 dari 6
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I e I 7 S
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan Telah dilakukan sesuai ketentuan

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama
dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan
kepada Dewan Komisaris.

13 Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan 2 Belum pernah terjadi penyimpangan atas kebijakan dan keputusan Direksi yang menyimpang
khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

Total nilai skala penerapan 7
Rata-rata 2,33
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,23

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.52.45 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 5 dari 6
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Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern Q’(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 2 Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 59 Ayat 2 telah dingkat Pejabat Eksekutif Audit Intern
rupiah): PT BPR Multi Arthanusa dengan SK No. 013.¢/DIR-PJ/MA-001/V11/2023 tanggal 17 Juli 2023.
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
fungsi audit intern.

2 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 2 Pejabat Eksekutif Audit Intern telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Operasional Audit Internal.
fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan
prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan
perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan
Komisaris.

3 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 2 Sudah sesuai dengan ketentuan.
fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja
terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

4 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 2 Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 61 ayat 1 dan 2 : Sudah sesuai dengan
fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. ketentuan yang berlaku

5 BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang 2 Untuk Rekrutmen dan pengembangan telah ada orientasi yang spesifik kepada fungsi Audit.
melaksanakan fungsi audit intern.
Total nilai skala penerapan 10
Rata-rata 2,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6 BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit 3 Audit sudah dilakukan di beberapa divisi. tetapi belum dilakukan secara menyeluruh disemua
intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang Aspek dan Unsur kegiatan BPR.
secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan
masyarakat.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.54.35 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 6
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BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi
audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

8 Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai 2 Untuk persiapan penyusunan program dan tindaklanjut sudah dilaksanakan secara konsisten.
dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit,
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

9 BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara 2 Pejabat Eksekutif Audit Intern telah mengikuti beberapa pelatihan mengenai audit intern BPR.
berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
Total nilai skala penerapan 9
Rata-rata 2,25
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,90

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 2 Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 61 ayat 2 : Sudah Terdokumentasi.
fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

11 BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern 2 Telah Terpenuhi
dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 2 -
rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.54.35 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 3 dari 6
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I T e T S
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 61 Ayat 3 : Sesuai dengan SK Nomor
rupiah): 011/DIR.PJ/MA-001/V/2018 tanggal 23 Mei 2018

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Total nilai skala penerapan 8

Rata-rata 2,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,20

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.54.35 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 5 dari 6
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N
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 m( ’ommms

Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal) KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 2 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan
memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan
profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
dengan KAP dimaksud.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 2,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik 2 Sudah sesusi dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik
dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan sesuai dengan Perjanjian
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Pemakaian Jasa Kantor Akuntan Publik
3 BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas 2 BPR Telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
Jasa Keuangan.
Total nilai skala penerapan 4
Rata-rata 2,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4 Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan 2 Sudah sesuai ketentuan
disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana 2 Sudah sesuai ketentuan

diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.55.27 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 4



Form B.07.00 N
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 N ( | OTORITAS

Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal) KEUANGAN
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Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Total nilai skala penerapan 4

Rata-rata 2,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,20

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.55.27 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 3 dari 4
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Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal) KEUANGAN
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Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar 2 BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang
rupiah): bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dengan SK DIR 018/DIR-
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen PRO/MA.001/X1/2022 tanggal 8 November 2022.
Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.

2 BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan 2 BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Operasional Manajemen Risiko dan Penetapan
penetapan limit Risiko. Limit Risiko Kredit. Operasional. Kepatuhan. Likuiditas. Reputasi dan Stratejik

3 BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko 2 Penyusunan Kebijakan dan Prosedur mengenai pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas
yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. baru telah terlaksana dengan cukup baik.
Total nilai skala penerapan 6
Rata-rata 2,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4 Direksi: 2 BPR menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi dengan baik.
tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan
Direksi.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.56.07 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 6
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I Y Ty
Dewan Komisaris: Evaluasi yang dilakukan Dewan Komisaris belum optimal.

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan
Manajemen Risiko, dan

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan
transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

6 BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian 2 BPR belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi. pengukuran. pemantauan dan
Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko.

7 BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 3 BPR telah menerapkan pengendalian intern namun belum optimal.

8 BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai 2 BPR telah menerapkan Manajemen Risiko (risiko kredit. operasional. kepatuhan dan likuiditas)
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

9 BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen 2 BPR telah cukup memiliki sistem informasi baik keuangan maupun non keuangan yang dapat
yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. diakses oleh pemangku kepentingan.

10 Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh 2 BPR telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai ketentuan OJK.

jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan
dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

Total nilai skala penerapan 16

Rata-rata 2,29
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,92

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11 BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan 2 BPR melakukan penyusunan profil risiko sesuai ketentuan OJK
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12 BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas 2 Bank sudah melakukan penyusunan laporan produk dan aktivitas baru kepada OJK
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Total nilai skala penerapan 4
Rata-rata 2,00
Bobot 0,10

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.56.07 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 3 dari 6



Form B.08.00 N

. . . : | OTORITAS
Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern ( |£(%mNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.56.07 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 4 dari 6



Form B.08.00 L e U
Q’ ( | OTORITAS

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern i’%ﬁﬁwenw

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Nilai Hasil 0,20

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.56.07 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 5 dari 6



Form B.08.00 N

. . . : | OTORITAS
Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern ( |£(%mNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.56.07 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 6 dari 6



Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit Q’( IOTORITAS
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait 2 Tertuang dalam kebijakan dan Prosedur Perkreditan dengan SK DIR No. 014/SKP-
dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, DIR/MA.001/XI1/2019 tanggal 26 November 2019
dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai
bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 2,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan 2 BPR melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

3 Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit 2 Pemberian Kredit oleh BPR kepada debitur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank.
besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.

Total nilai skala penerapan 4

Rata-rata 2,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4 Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian 2 Laporan telah disampaikan dengan baik sesuai ketentuan OJK.
kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara
berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa 2 Selama tahun 2023. bank tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK
Keuangan.

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.57.57 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 4



Form B.09.00 N

. . . " | OTORITAS
Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit ( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.57.57 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 2 dari 4



Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit O’( |C'T0F“T'°‘S
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Total nilai skala penerapan

Rata-rata 2,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,20

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.57.57 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 3 dari 4



Form B.09.00 N

. . . " | OTORITAS
Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit ( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.57.57 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 4 dari 4



Form B.10.00 I
Faktor 10: Rencana Bisnis BPR O’( ’?g&mms

KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan 2 Rencana Bisnis Bank telah disusun dengan baik dan disetujui oleh Dewan Komisaris
Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

2 Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan 3 Rencana Bisnis yang dibuat mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana tahunan.
rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang
signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3 Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka 2 Rencana Bisnis telah disusun mendapat dukungan dari Pemegang Saham Bank
memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

Total nilai skala penerapan 7

Rata-rata 2,33
Bobot 0,50
Nilai struktur 1,17

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4 Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: 2 Rencana Bisnis telah disusun dengan baik sesuai dengan Ketentuan OJK
a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha
BPR;
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan
C. penerapan manajemen risiko.

5 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana 2 Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan baik atas pelaksanaan Rencana Bisnis bank
bisnis BPR.
Total nilai skala penerapan 4
Rata-rata 2,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.58.30 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 4



Form B.10.00 N

L " | OTORITAS
Faktor 10: Rencana Bisnis BPR ( |?ASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.58.30 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 2 dari 4



Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR O’( |0T0RITAS
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Rencana Bisnis dan perubahannya disampaikan kepada OJK dengan Baik
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Total nilai skala penerapan 2
Rata-rata 2,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,20

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.58.30 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 3 dari 4



Form B.10.00 N

L " | OTORITAS
Faktor 10: Rencana Bisnis BPR ( |?ASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 19/01/2024 13.58.30 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 4 dari 4



Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Q’( OTOHITAS

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh 3 Sistem laporan keuangan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya
sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber Manusia yang Kompeten. namun masih perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan oleh vendor
daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,
kini, dan utuh.
Total nilai skala penerapan 3
Rata-rata 3,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 1,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi 2 Laporan Keuangan Publikasi disusun sesuai ketentuan OJK
paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus
dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi 2 Laporan Tahunan disusun sesuai ketentuan OJK
umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan
tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta
seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4 BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau 3 Transparansi Informasi Produk. layanan dan/atau penggunaan data nasabah sudah cukup baik
penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata dan berpedoman pada ketentuan OJK.
cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5 BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan 2 Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Total nilai skala penerapan 9
Rata-rata 2,25
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,90

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Tanggal Cetak 19/01/2024 14.02.48 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 1 dari 4



Form B.11.00 ) N

. . | OTORITAS
Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan ( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 19/01/2024 14.02.48 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 2 dari 4



Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan O’( |0T0“'TA5
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sudah tersampaikan dengan baik sesuai
oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta ketentuan OJK.

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

7 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan 2 Laporan kepada OJK secara tepat waktu telah dilaksanakan dengan cukup baik.
pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan
disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Total nilai skala penerapan 4

Rata-rata 2,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,20

Tanggal Cetak 19/01/2024 14.02.48 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 3 dari 4



Form B.11.00 ) N

. . | OTORITAS
Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan ( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 19/01/2024 14.02.48 WIB Dicetak Oleh multiarthanusa@yahoo.co.id 4 dari 4



PT. BPR MULTI ARTHANUSA Email : multiarthanusa@yahoo.co.id

\ \ Alamat  :[l. Raya Petir 99 Ngadirejo Temanggung 56255
& ? Telepon :(0293) 591137,591067 Fax: (0293) 591301

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR :  PT BPR Multi Arthanusa

Alamat : JL Raya Petir No. 99 Ngadirejo, Temanggung

No. Telepon : 0293 591067

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Modal Inti : Rp. 9.070.190.376,00

Total Aset : Rp. 73.016.901.945,00

Status Audit . Audit oleh KAP

Bobot BPR : B

Nilai Komposit ¢ 2,162

Peringkat Komposit : 2(Baik)
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil asessmen BPR memiliki penerapan tata kelola yang baik dengan nilai

peringkat 2; Tercermin :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi: BPR telah memenuhi komposisi
2 (dua) Direksi, yaitu Direktur Utama dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan sudah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan, serta
tidak terdapat hubungan keluarga antara anggota Direksi dengan anggota
Direksi lainnya. ~

2. Pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Komisaris: BPR telah memiliki 2 (dua)
Anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama dan Komisaris sudah
melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan. . '

3. Berdasarkan modal inti, BPR tidak memiliki komite audit dan komite pemantau
risiko;

4, BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Operasional dalam penanganan
benturan kepentingan serta belum pernah terjadi benturan kepentingan. -

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan: BPR memiliki PE Kepatuhan, BPR berupaya
untuk melakukan pengkinian serta memastikan seluruh kebijakan, ketentuan
dan prosedur yang dimiliki sesuai ketentuan OJK. *

6. Penerapan Fungsi Audit Intern: BPR Sudah memiliki PE Audit Intern, Kebijakan
dan Prosedur Operasional Audit Intern., Dalam hal perencanaan tindaklanjut
audit belum dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh.

7. Penerapan Fungsi Audit Eksternal: Penugasan audit kepada AP dan KAP dan
pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan. *

8. Penecrapan Fungsi MR & sistem pengendalian intern perlu dilakukan review dan
evaluasi secara berkala terhadap sistem pengendalian intern & manajemen

risiko baik dari segi kebijakan, prosedur & penetapan limit risiko. Laporan profil

risiko yang dilaporkan kepada OJK sudah dilaporkan sesuai ketentuan, hasil

PT. BPR Multi Arthanusa
Bersama Walts Wejudban Wimps

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

\ Alamat  :]l. Raya Petir 99 Ngadirejo Temanggung 56255
g Telepon  :(0293) 591137,591067 Fax: (0293) 591301

PT. BPR MULTI ARTHANUSA Email : multiarthanusa@yahoo.co.id

penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan yang harus
diperbaiki;

9. Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK di BPR.

10. Rencana bisnis sesuai visi dan misi BPR dan telah disusun sesuai ketentuan
dan untuk perbaikan adalah perubahan dan realisasi RBB telah disampaikan ke
OJK sesuai dengan ketentuan.

11. Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan
secara transparan & dilaporkan sesuai ketentuan; Yang menjadi perhatian
adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan SDM sesuai

perkembangan tuntutan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temanggung, 18 :Ianuari 2024

PT BPR Multi Arthanusa

Prapto Purnoma; S.H. Ste dri Santoso, S.E., M.M.
Direktur Utama Komisaris Utama

PT. BPR Multi Arthanusa
W Bersama Walti Wejndban Wimpt

Dipindai dengan CamScanner
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- k Alamat  :]l. Raya Petir 99 Ngadirejo Temanggung 56255
k Telepon  :(0293) 591137, 591067 Fax: (0293) 591301
‘\

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR MULTI ARTHANUSA
TAHUN 2023

T BPR Multi Arthanusa

Prapto Purnomo, S.H. .
Direktur Utama Komisaris Utama

PT. BPR Multi Arthanusa
Bessama Waltd Wujudban Wimps

Dipindai dengan CamScanner
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1/24/24, 1:24 PM Notif

Perbarindo

Dari: Perbarindo (noreply@perbarindo.org)
Kepada: multiarthanusa@yahoo.co.id

Tanggal: Rabu, 24 Januari 2024 pukul 13.12 WIB

% [PEREBARINDO
EWAN PENGURUS PUSAT
ERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAI

TANDA TERIMA

No.1661/GCG/DPP-PERBARINDO/1/2024

Kepada Yth,
PT BPR MULTI ARTHANUSA
JI. Raya Petir No.99 Ngadirejo Temanggung

KETERANGAN

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo)
telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023
dari PT BPR MULTI ARTHANUSA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 24 Januari 2024

ediaBPR

Fokus Memberdayakan Usaha Mikro; Kecil & Menengal

PERBARINDO

TANDA TERIMA
No.1661/GCG/Media-BPR/1/2024
Kepada Yth,

PT BPR MULTI ARTHANUSA
JI. Raya Petir No.99 Ngadirejo Temanggung

KETERANGAN

Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG)
tahun 2023 dari PT BPR MULTI ARTHANUSA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 24 Januari 2024

MediaBPR-PERBARINDO

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/34149?guce_referrer=aHROcHM6Ly9sb2dpbi55YWhvby5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAAImszEZ... 11



